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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Otonom  Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan
Angka Kreditnya;
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi {(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tenitang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN
BARAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintah daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yvang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
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Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat vang selanjutnya disebut
Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat,

Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Provinsi
Kalimantan Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing
pada jabatan fungsional yang setara.

Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek
pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan
apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau
kegiatan tersebut telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang
dilakukan oleh pemerintah dan/atau Gubernur di Daerah untuk
mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

Auditor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat vang berwenang untuk
melaksanakan pengawasan pada Instansi Pemerintah.

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya
disebut P2UPD adalah pejabat fungsional yang mempunyai tugas,
tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan
keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangain.
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tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian _
pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaiaﬁ sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB I
KEDUDUEKAN
Pasal 2

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan-di bawah dan g
bertanggungjawab kepada Gubernur Melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam m@mblna dan’-':_ H
mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang imenjadi kewenangaﬁ
daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah’ Prcmnst Kahmantan' S

BAB 11
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANESAST .
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Barat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat : ; SEE

Pasal 4

mempunyai fungsi :

a.
b.

——y

perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi péngawa'saﬁ B

pelaksanaan pengawasan internal terhadap kmerja dan keuangan meialui .
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasm lainnya;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan. dan"l_'-' =

gubernur dan/atau Menteri;

pelaksanaan tugas dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewena,ng'_'__ L
dan/atau  kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektarat dapat R
melaksanakan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu

penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
penyusunan laporan hasil pengawasan;
pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana I«::orupsn

pengawasan pelaksanaan program pengawalan 1ef01masz bzrokram dan SR

penegakan integritas;

pelaksanaan reformasi birckrasi, Sistem Akuntabilitas: Kmer}a Instanm
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat

pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubemur terkait dengan-.if"...i S
tugas dan fungsi Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang~ R R

undangan.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1} Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
Inspektur;

Sekretariat;

Inspektur Pembantu I;

Inspektur Pembantu II;

Inspektur Pembantu IIi;

Inspektur Pembantu 1V;

Inspektur Pembantu V; dan

SR oo a0 TP

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum. dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Inspektur

Pasal 6

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai
tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan,.
menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang
pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektur

mempunyai fungsi :

a. penetapan program kerja di bidang pengawasan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bahan pelaksanaan tugas;

b. perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan
pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pengendalian kegiatan di bidang pembinaan dan peng&wasan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

€. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengawasan;

f.  pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi
birokrasi, Sistermn Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {SAKIP), dan
pelayanan publik di lingkungan Inspektorat;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan -
kebijakan di bidang pengawasan;
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h. penyelenggaraan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan Ulg&% | dan .:
fungsi di bidang pengawasan berdasarkan program kerja yang ditetapkan;
dan

i. pelaksanaan fungsi pembantuan dan fungsi lainnya di bidang pengawasan
yvang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1} buruf b, dipimpin

oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Inspeltur.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di
bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan,
administrasi kepegawaian dan umum, serta bertanggungjawab memimpin

pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi pemerintahan di
bidang pengawasan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat

mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja
pembinaan dan pengawasan;

b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil
pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;

¢. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam
rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;

penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;

f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan,
pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi
dan umum;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;

h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik;

i. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan
sekretariat;

j.- pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi di lingkungan
sekretariaf;

k. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan
Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang
pengawasan,;

ARIETEN I BERDA
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pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bxdang "péﬁgﬁiolaé;ﬁ B

keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, administrasi kepegawaian,
tata usaha, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga di
lingkungan Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaan tugas di bidang mengumpul, mengolah, menilai dan
menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional,
melakukan administrasi pengaduan masyarakat dan menyusun laporan
kegiatan pengawasan;

penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan,
pelaksanaan administrasi laporan, evaluasi laporan dan penyusunan
statistik hasil pengawasan, serta penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang sekretariat;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi di lingkungan Inspektorat; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh
Inspektur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi

a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan

b. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian vyang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1} huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan
merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, rencana strategis,
pengelolaan keuangan dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub
Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan bahan kebijakan teknis
bidang penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset;
pelaksanaan kompilasi dan penyelarasan program dan rencana kerja di
lingkungan Inspektorat;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian
Perencanaan, Keuangan dan Aset;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di
bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset;
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f. penyusunan anggaran pada Inspektorat sesuai ketentuan pﬂ"ﬁi\i\fﬂﬂ :
perundang-undangan;
penyiapan laporan dan statistik Inspektorat, peraturan perundang-

undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat;

7

i. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

j-  penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan
dan aset;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pengelolaan
keuangan dan aset; dan

1. pelaksanaan fungsi lain di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan
aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan
bahan kebijakan pengelolaan administrasi dan umum, kepegawaian,
organisasi dan tatalaksana serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Administrasi dan Umum;

b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di
bidang administrasi dan umum;

c. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian
Administrasi dan Umum;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
administrasi dan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;

f. pengelolaan wurusan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga
di lingkungan Inspelktorat;

g pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi
di bidang administrasi dan umum,;

h. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di lingkungan sekretariat;

i. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang administrasi dan umum;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi.dan.umum; dan
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k. pelaksanaan fungsi lain di bidang administrasi dan u::murﬁ yang diserahkan |

oleh sekretaris.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu |

Pasal 16

Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢,

dipimpin oleh secorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan a

bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 17

Inspektur Pembantu | mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan

kebijakan serta melaksanakan pengawasan pememntahan, pembangunan dan ERa
kemasyarakatan, pengawasan penyelenggaraan urusan pemem’ltahem daerah_--i-_ RN
kabupaten/kota, serta bertanggungjawab memimpin seluiuh keglatan- SER)

pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan wilayah 1.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 17 Inspek’tur'-' o
Pembantu I mempunyai fungsi : _ o

a. pelaksanaan perencanaan pengawasan wilayah I;

b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penﬂa;zan mgas pengawasan"f-ﬁ-' 5

terhadap perangkat daerah pada wilayah I;

c. pengawasan fugas dan fungsi, keuangan, barang, _kepegawalaﬁ terhadapf_--':"-:é"_:'._.': e

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wﬁayah I;

d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan cian anggaran perangkai.f'}"__5--: s

daerah pada wilayah I,

e. pelaksanaan pendampingan (probity advice) atau pememks&an [probzty_’;.-:{--:

audit} pada wilayah I;

f. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jendeml Kementeman/:-_'-f-'  | o
Inspektorat Utama/Inspektorai Lembaga Pememztah non Kementerlan o

Inspektorat Provinsi;

g. pengawasan penyelenggaraan urusan - pelhe'i*intaha;n“: -'daéfé{h e

kabupaten /kota pada wilayah I;

h. pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasﬂztas1 konsultas1 yi ._
pendidikan dan pelatihan, serta penelitian - dem pengembangan pada'_'f i

wilayah I;

i. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang—undangan dan 'tmdak':-f" S

lanjut hasil pengawasain pada wilayah I;
J.  pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada Wﬂajfah 1;
k. pengoordinasian program pengawasan pada wilayah I;

I.  pengoordinasian program pengawalan reformasi bnol«:ras; dan penegakan'_":’ :

integritas pada wilayah I;

m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa gabataﬁ kepala daezah pada.:”{-

wilayah I; dan
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n. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah I.'yé'ﬁg

diserahkan oleh Inspektur.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu II

Pasal 19

Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d,
dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada- di bawah - dan
bertanggungjawab kepada Inspektur. .

Pasal 20

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas menyiapkan - bahan dan'
merumuskan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pemermiahan .
pembangunan dan kemasyarakatan, pengawasan penyelenggar aan urusan

pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta bertanggun’awab memlmpm i :

seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan mlayah IE

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal .?.0 Inspektur 3
Pembantu II mempunyai fungsi : :

a. pelaksanaan perencanaan pengawasan pada wilayah II;

b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penﬂazan tugas pengawasan-; B

terhadap perangkat daerah pada wilayah II;

¢. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, bara,ng, lqepegawmaﬁ terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pmvansz pada mlayah 11;

d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaian peranckat":- SR

daerah pada wilayah II;

¢. pelaksanaan pendampingan (probity advice) atau pemei‘zksaaﬂ (probzty-l-.

audit) pada wilayah II;

f. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderai Kementenan/ﬂ_'_- o f
Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemermtah non’ Kementeman SEIN R I

Inspektorat Provinsi;

g. pengawasan penyelenggaraan urusan pemeriﬁtahaﬂ _'daei'"ah-.'-'lf'

kabupaten/kota pada wilayah II;

h. pembinaan yang dilakukan dalam bentuk : fasilitasi, konsuitaSl s i
pendidikan dan pelatithan, serta penelitian dan pengembangan pada SR S b

wilayah 1I;

i. pemantauan pelaksanaan peraturan perundaﬂguﬂdangan dan tin dak-_:’_ o

lanjut hasil pengawasan pada wilayah II;
j. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wiiajrah-li'
k. pengoordinasian program pengawasan pada wilayah I,

I.  pengoordinasian program pengawalan reformasi blrokram dem penegakan i

integritas pada wilayah II;

m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepa‘ia daerah pada_.
wilayah II; dan
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n. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah I yang
diserahkan oleh Inspektur.

Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu III

Pagal 22

Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e,
dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 23

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, pengawasan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta bertanggungjawab memimpin
seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan
wilayah II.

Pasal 24
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Inspektur
Pembantu IIIl mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan perencanaan pengawasan pada wilayah II[;

b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
terhadap perangkat daerah pada wilayah I1I;

¢. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah III;

d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat
daerah pada wilayah I1I; '

e. pelaksanaan pendampingan (probity advice) atau pemeriksaan (probity
audit) pada wilayah III;

f. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian /
Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian,
Inspektorat Provinsi,

g. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
kabupaten/kota pada wilayah III; '
h. pembinaan yang dilakukan dalam bentuk : fasilitasi, konsultasi,

pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan pada
wilayah III;

i. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak
lanjut hasil pengawasan pada wilayah 1If;

LI

pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah I1I;
k. pengoordinasian program pengawasan pada wilayah III;

. pengoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan
integritas pada wilayah IiI;

t
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m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kﬁ‘p&lﬁ' dﬁfﬁf&h pada B
wilayah II; dan

n. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah III yang
diserahkan oleh Inspektur.

Bagian Kedelapan
Inspektur Pembantu IV

Pasal 25

Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f,

dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yvang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 26

Inspektur Pembantu IV  mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pemerintahan,
pembangunan, kemasyarakatan, serta bertanggungjawab terhadap kegiatan
pelayanan administrasi dan pelaksanaan program pengawalan reformasi
birokrasi dan penegakan integritas.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Inspektur
Pembantu IV mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perencanaan pengawasan pada wilayah IV;

b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
terhadap perangkat daerah pada wilayah IV;

¢. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah 1V;

d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat
daerah pada wilayah IV;

e. pelaksanaan pendampingan (probity advice) atau pemeriksaan (probity
audit) pada wilayah 1V;

f. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/
Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian,
Inspektorat Provinsi; '

g. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
kabupaten/kota pada wilayah 1V;
h. pembinaan yang dilakukan dalam bentuk : fasilitasi, konsultasi,

pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan pada
wilayah 1V;

i. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak
lanjut hasil pengawasan pada wilayah IV;

pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah 1V;

LA

k. pengoordinasian program pengawasan pada wilayah IV;
1. pengoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan
integritas pada wilayah 1V; -
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m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan -kef)a‘la'-:_da@fah-"pada' _ EEERE

wilayah IV; dan

n. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah 1V yang
diserahkan oleh Inspektur,

Bagian Kesembilan

Inspektur Pembantu V

Pasal 28

Inspektur Pembantu V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ) huruf g

dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah darz '
bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 29

Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakmi pengawasan,f. : S
investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu ma‘apun:_: o

berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyeienggaiaan tugas dan'." : _
fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemermtahan ‘sesuai i e

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da}am Pasal 29 Inspektur; e

Pembantu V mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perencanaan pengawasan khusus dan penaﬂganan 1ap0ran R

pengaduan masyarakat;
b. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat; _
c. pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Dengan ’I‘ujuan Tertentu .

pelaksanaan reviu atas Sistem Akuntabilitas Kmerj;a Instas:lsz Pemermtah?f S

(SAKIP) pemerintah provinsi;

e. pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuﬂtaﬁi}ités Ku’iezja Ingt&nml

Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah provinsi dan 1{abupaten / ktota

f. pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD).”.

atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan :Daerah : (L_}?PD) Bk
kabupaten /kota; : . R

g. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan yang daserahkan oieh:j' SENE IR Pty

Inspektur.
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Bagian Kesepuluh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1} huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan
pelayanan teknis fungsional.

Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Pejabat Administrator.

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan
Fungsional.

Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4}, diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggl Pratama, Pejabat
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari jabatan fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, P2UPD dan jabatan
fungsional lainnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, dan P2UPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu jabatan fungsional yang
mempunyai tugas melakukan pengawasan pada instansi pemerintah yang
dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan keahlian dan keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 33

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik
kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan
diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki
sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan  Penyetaraan
Jabatan,

Penetapan kelas Jabatan Fungsional yvang akan diduduki disetarakan
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai
dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan
Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

BAB 1V
KEPEGAWAIAN

Pasal 34

Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN

yeng memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Inspektorat memperhatikan
syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Formasi Pegawai ASN di lingkungan Inspektorat disusun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang
tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai
penyederhanaan birokrasi berlaku.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} merupakan pelimpahan sebagian kewenangan
vang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan K@gi&t@.ﬂﬁéﬁ&%ﬁi‘fﬂﬁﬁ&
dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% {dua puluh lima
persen] dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit,

vang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan
pengembangan profesi.

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 36

(1) Inspektur wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi,

mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada
bawahannya.

(2} Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik di lingkungan Inspektorat maupun antar Perangkat
Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Inspektur dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan
di lingkungan Inspektorat dan mengambil langkah-langkah yang
diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4} Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu terdapat
indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan
negara/Daerah, Inspektorat wajib melaporkan kepada Menteri terkait,

(5) Menteri melakukan supervisi kepada Inspektorat dalam menangani laporan
indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan
negara/daerah.

(6) Pelaksanaan supervisi dapat melibatkan lembaga yang melaksanakan
tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 37

(1) Inspektur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
perihal kebijakan yang ditetapkan.

(2) Inspektur wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah secara tepat wakiu yang disusun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Pejabat di lingkungan Inspekiorat wajib mematuhi kebijakan yang
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 38

(1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

{(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Inspektorat ditetapkan
oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan
organisasi Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3] Inspektur wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan
pembinaan dan pengendalian organisasi Inspektorat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang
melaksanakan tugas pada Inspektorat tetap melaksanakan tugasnya
sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor
97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat {Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 97} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 63), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan’ .
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Ponmanak

5;"‘;¥~‘:.s‘-: A
B "R
i S

pada tanggal &

Diundangkan di Pontlanak

b ) oy

pada tanggal % T

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR -
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